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SALINAN PUTUSAN

Nomor ..../Pdt.G/2015/PA Dgl.

o2zl gez )l Al oy
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang keliling yang dilangsungkan pada
hari Jum’at tanggal 27 Februari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi
Biromaru, Kabupaten Sigi, majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai
Gugat antara :
Wahyuni binti Pare, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan
Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Rejeki, Kecamatan
Palolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan
Asran bin Arsyad, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan
tani, tempat tinggal di Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten
Sigi, selanjutnya disebut Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 Februari 2015
telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan
Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor...../Pdt.G/2015/PA Dgl, tanggal 03
Maret 2015, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi dan sebagaimana
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ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/09/V1/2013, tanggal 13
Juni 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat mengambil tempat di
kediaman di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang tidak pernah
pindah;

3. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat bukan atas dasar suka sama
suka melainkan atas kemauan orang tua;

4. Bahwa baru menjelang dua minggu usia pernikahan (gabladdukhul),
Tergugat pamit meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi berobat
karena merasa tidak mampu menjalin hubungan sebagaimana layaknya
pasangan suami istri;

5. Bahwa sekitar awal November 2013, Tergugat sempat kembali ke rumah di
Desa Rejeki, namun pulang dengan tidak membawa hasil apa-apa;

6. Bahwa dengan mengacu pada peristiwa itulah, ketenteraman rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sehingga antara Penggugat
dan Tergugat dalam rumah tangganya sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan antara lain :

a. Bahwa Tergugat kembali meninggalkan Penggugat pada tanggal 30

November 2013 dan sampai sekarang tidak pernah pulang;

b. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin

terhadap Penggugat;
c. Bahwa Penggugat dan Tergugat terputus komunikasi;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk
membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit
dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar
norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir

bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
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8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang
berlaku;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut::
PRIMER:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena
perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
SUBSIDER:
e Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat

lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/
kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan
relaas Jurusita Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 06 Maret 2015,
sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu
halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:
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Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo,
Kabupaten Sigi, Nomor 80/09/VI1/2013, bertanggal 13 Juni 2013, telah diberi
meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa
dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda bukti
P;

B. Saksi:

1. Pare bin Pabo, umur 47 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan
petani, tempat tinggal di Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

e Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena Saksi
adalah ayah kandung Penggugat dan Tergugat adalah menantu Saksi;

e Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada
tahun 2013;

e Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah orang tua Penggugat di Desa Rejeki, Kecamatan Palolo,
Kabupaten Sigi;

e Bahwa yang saksi Penggugat dengan Tergugat hidup rukun hanya
kurang lebih satu bulan, setelah itu tidak rukun lagi;

e Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dengan Tergugat yaitu
Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya khususnya dalam hal
bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan saksi pernah
menanyakan kepada Tergugat dan Tergugatpun mengaku bahwa dirinya
tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang
suami menggauli istrinya;

e Bahwa sepengetahuan saksi, Tergugat sudah berusah untuk berobat,
tetapi tidak ada hasil;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal

sejak sebulan setelah menikah dan  Tergugat pergi meninggalkan
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Penggugat dengan alasan untuk berkebun tetapi sampai sekarang tidak
pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;

1. Hayati binti Sakka, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan

petani, tempat tinggal di Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi,

di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut ;

e Bahwa Saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi
sebagai ibu kandung Penggugat ;

e Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri
sah yang menikah pada tahun 2013;

e Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di
rumah saksi di Desa Rejeki, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi;

e Bahwa yang saksi ketahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat
berjalan rukun hanya sekitar satu bulan, setelah itu tidak rukun lagi;

e Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun
yaitu Tergugat tidak mampu menjalankan kewajibannya dalam hal
bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan saksi pernah
menanyakan langsung kepada Tergugat dan Tergugatpun mengaku
bahwa ia tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagaimana
layaknya seorang suami menggauli istrinya;

e Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal
sejak sebulan setelah menikah dan  Tergugat pergi meninggalkan
Penggugat dengan alasan untuk berkebun tetapi sampai sekarang tidak
pernah kembali dan tidak ada komunikasi lagi;

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap
pada gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal
yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM
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Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai
dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf
(a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-
Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua
kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi
gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah
memenuhi syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-
undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang
mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama
Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor 85 Tahun 1996
Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten
Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3
Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang
memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat
agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan
tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan,upaya mediasi di luar persidangan sebagaimana diatur dalam
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 tahun 2008
tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah,maka Tergugat
harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa

dan diputus secara verstek;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis
Hakim pada bahagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum
Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara
Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa
Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 80/09/VI/2013,bertanggal 13 Juni
2013.yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi,yang telah bermeterai cukup dan cocok
dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan mengenai pernikahan
Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni
2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 03 Sya’ban 1434 Hijriyah, sehingga
bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai
kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah
terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai
suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang
berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan
Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat
dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi yang
disebabkan Tergugat kembali meninggalkan Penggugat pada tanggal 30
November 2013 dan sampai sekarang tidak pernah pulang, Tergugat tidak
pernah memberikan nafkah lahir maupun batin terhadap Penggugat dan

Penggugat dan Tergugat terputus komunikasi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalii gugatannya,

Penggugat telah mengajukan dua orang saksi;
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Menimbang, bahwa saksi | dan saksi Il Penggugat, sudah dewasa dan
sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana
diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg., maka Majelis Hakim akan
mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa adapun keterangan kedua saksi Penggugat tersebut
pada pokoknya menyatakan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak
mampu menjalankan kewajibannya khususnya dalam hal bergaul sebagaimana
layaknya suami istri dan Tergugat sendiri telah mengakui hal tersebut, antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi dan sejak satu bulan
setelah menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang
tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi | dan saksi Il Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309
R.Bg., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus
dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang
pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo,

Kabupaten Sigi;

2. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan
harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu
menjalankan kewajibannya khususnya dalam hal bergaul sebagaimana
layaknya suami istri dan Tergugat sendiri telah mengakui hal tersebut,

antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi;
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3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak

sebulan setelah pernikahan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas bahwa
ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, hal
tersebut jelas bukanlah cerminan dari sikap masing-masing pasangan dalam
keluarga yang seharusnya dalam setiap rumah tangga selalu dipupuk rasa
saling menyayangi dan menghargai antara suami dan istri, hal tersebut sudah
tidak lagi terlihat di dalam kehidupan berumah tangga Penggugat dan Tergugat
hingga membuat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi
harmonis;  Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga, seorang suami
seharusnya menjunjung tinggi miitsaagan gholizhan atau akad yang sangat
kuat yang Tergugat telah ucapkan ketika Penggugat dan Tergugat menikah,
namun dengan kondisi Tergugat yang tidak mampu memberikan nafkah
khususnya nafkah batin kepada Penggugat, sehingga berdampak kepada
ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di atas pula, Penggugat dan Tergugat
ternyata telah berpisah tempat tinggal sejak sebulan setelah menikah, keadaan
ini kian menambah berat persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat,
sehingga sulit untuk menemukan jalan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat
dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, demikian pula sikap Penggugat
selama dalam persidangan yang bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat
meskipun upaya Pengadilan untuk menasihati Penggugat agar rukun kembali
dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal dalam setiap tahapan
persidangan, namun tidak berhasil, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah
tangga Penggugat dan Tergugat tidak sejalan lagi dengan tujuan pernikahan
yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yakni rumah tangga
yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai sinyalemen pasal 3 Kompilasi

Hukum Islam dan ayat Al Quran surah Ar Ruum ayat 21, yang berbunyi:
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Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang
yang demikian itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh
lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan
mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka
memutuskan/membubarkanperkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah
lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan gaidah
ushul figh yang terdapat dalam CD Maktabah Syamilah kitab al-asybah wa an-

Nazair Juz |, halaman 161 yang berbunyi:

tddlas Jled> o Bl auwlanTle o

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada
mendapatkan manfaat (maslahat);

Mengingat Firman Allah Swt. Surat An-Nisa ayat 130 :

Artinya : “Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada
masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya dan Allah Maha luas

(karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana’ .

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan
perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam; Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah

berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba’daddukhul) dan berdasarkan catatan
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status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai,
oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu
dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang
dijatuhkan tersebut adalah talak ba’in shughra, artinya tidak boleh dirujuk kecuali
dengan akad baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim
memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi
sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat sekaligus sebagai tempat
kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-
undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut

untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (AsranBin Arsyad) terhadap
Penggugat (Wahyuni Binti Pare);
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4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk
mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palolo,

Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

Rp.341.000,00 (Tiga ratus empat puluh satu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Jum’at, tanggal 13 Maret 2015 Miladiyah, bertepatan
dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1436 Hijriyah,oleh kami Naharuddin, S.Ag.
sebagai Ketua Majelis, Hj.Hidayani Paddengngeng, Lc. dan Ruhana Faried,
S.H.I., M.H.Il. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga
putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Djawariah M.

Amin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa

hadirnya Tergugat.
Hakim Anggota |, Ketua Majelis,

ttd ttd
Hj.Hidayani Paddengngeng, Lc. Naharuddin, S.Ag.

Hakim Anggota I,
ttd

Ruhana Faried, S.H.l., M.H.1.
Panitera Pengganti,
ttd
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Dra. Djawariah M. Amin

Perincian Biaya:

Pendaftaran |: [Rp [30.000,00
Proses : [Rp [50.000,00
Panggilan : [Rp |250.000,00
Redaksi : |Rp [5.000,00
Meterai : [Rp [6.000,00
Jumlah : |Rp [341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya

Diberikan kepada/atas permintaan Penggugat/Tergugat
*)

Dalam keadaan belum/sudah BHT *)

Panitera Pengadilan Agama Donggala,

Agus Subarno, S.Ag.

*) Coret yang tidak perlu
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